PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 08 TAHUN 2019

PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG :

1. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

2. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

3. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BARIBIS KABUPATEN BREBES

4. PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA
GRAFIKA KABUPATEN BREBES

5. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai
permasalahan lingkungan hidup sebagai
akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa
alam di Kabupaten Brebes, yang
mengakibatkan menurunnya daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup yang
pada akhirnya mengancam kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lainnya,
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara komprehensif,
terpadu, dan konsisten oleh semua pemangku
kepentingan;

b. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum

dan memberikan perlindungan terhadap hak
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perlindungan terhadap keseluruhan
ekosistem, berdasarkan Pasal 63 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas
dan wewenang untuk mengatur perlindungan
dan pengelolan lingkungan hidup di daerah;
bahwa barang milik daerah yang semakin
berkembang dan kompleks perlu dikelola
secara optimal;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, dan untuk
melaksanakan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
maka pengelolaan baréng milik daerah perlu
diatur lebih lanjut;

bahwa dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6173), maka Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Brei)es
Tahun 2007 Nomor 10)‘ tentang Perusahaan
Daerah Air Minum, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kondisi saat ini;

bahwa dengan berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang



Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173), perlu dilakukan
penataan organ dan kepegawaian BUMD;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan
Daerah Percetakan  Kabupaten  Brebes
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2002 Nomor 5) sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kondisi saat ini;

. bahwa sarana percetakan merupakan salah
satu sarana kebutuhan masyarakat yang perlu
diupayakan pemenuhannya agar senantiasa
selalu tersedia dengan kualitas yang baik,
dalam jumlah yang cukup, dan
berkesinambungan guna kesejahteraan
masyarakat sekalipun merupakan kebutuhan
suplemen;

bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai
pemilik Perusahaan Daerah Percetakan
bertanggung jawab akan penguatan
kelembagaan dan penguatan  struktur
permodalan guna peningkatan pelayanan
kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
pernyertaan modal  ditetapkan  dengan
peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud‘dalam huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, huruf i, dan huruf j serta hasil
pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes



Mengingat

menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomqr 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4726);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
69 Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Leml?aran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran

Lingkungan (Lembaran, Negara _Republik



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3982);

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000
tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4068);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaah Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 4503);



28.

29.

30.

31.

32,

33.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007
tentang Batas Wilayah Kota tegal dengan
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di
Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akl‘mtansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5172);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
D833);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan
Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah  Bahan
Berbahaya dan Beracﬁn (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri, Dalam Negeri Nomor 19



Menetapkan

KESATU

41.

42.

43.

44.

45.

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 549);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5
Tahun 2002 tentang  Perusahaan Daerah
Percetakan Kabupaten Brebes (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor
14A); ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes: tentang



Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang
Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa
Grafika Kabupaten Brebes, dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang
Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten
Brebes kepada Perusahaan Umum Daerah
Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes,
sebagaimana tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KEDUA :  Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati
Brebes untuk dapat ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 14 Mei 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES

b,

ILLIA AMIN

Tembusan:

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Brebes;

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.
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